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ABSTRACT 

 

ASHARI ZAINAL, 2023. Implementation of Internal Control Over Collection 
of Motorized Vehicle Taxes and Transfer Fees for Motorized Vehicles at the 
Takalar Samsat Office. Scientific Writing (KTI). Faculty of Economics and 
Business Muhammadiyah Makassar University. Supervised by Advisor I Mr. 
H.Andi Rustam and Advisor II Mr Andi Arifwangsa Adiningrat. 
 
The purpose of this study is to find out the implementation of internal control over 
the collection of motorized vehicle tax (PKB) and motor vehicle transfer fees 
(BBNKB) at the Takalar Samsat Office. The data analysis technique used is a 
qualitative technique using the method of data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing to describe the internal control of the collection of motorized 
vehicle taxes and transfer fees for motorized vehicles. 
 
The results of this study indicate that the existence of internal controls in the 
system of collecting motorized vehicle tax and motorized vehicle transfer fees 
can help regulate the mechanism for collecting vehicle tax and vehicle transfer 
fees and has been effective and successful in being carried out by the 
implementing party, namely the Takalar Samsat Office employees. The benefits 
of internal control are; improving infrastructure, increasing road safety, improving 
public services, reducing the general financing burden, and increasing tax 
awareness. 
 
 
Keywords: Internal control, motorized vehicle tax, motorized vehicle title 

transfer fee 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pebangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai 

semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan 

ekonomi. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang 

bisa kita lihat yaitu (1) Sebagai Anggaran atau Penerimaan 

(Budgeter). Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari 

sektor pajak, masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam 

negeri. Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai 

fungsi yang utama. Dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk 

memasukkan dana pada kas Negara sesuai dengan Undang-

undang perpajakan yang berlaku. (2) Pajak berperan untuk 

Mengatur (Regulator) dipergunakan untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan 

sosial.  

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu 

pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan 
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kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam pemungutan 

pajak tersebut dilakukan pengendalian untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas 

kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus 

menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau 

badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek 

pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis 

jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, 

perkebunan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan 

sarana olaharaga dan rekreasi. Beberapa penyebab yang 

mengakibatkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak 

membayarkan pajak kendaraan salah satunya yaitu kesadaran 

dalam membayar pajak kendaraannya 

Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  merupakan  salah  

satu  jenis  pajak  daerah provinsi. Pengertian bea balik nama 

kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka  14  adalah  pajak  

atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai akibat  

perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau  keadaan  

yang  terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam arti bea balik nama 

kendaraan tergolong sebagai pajak yang bersifat objektif,  

bergantung  pada  objek  yang  dikenakan  pajak  dan  berada  
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dalam  pihak yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan 

kendaraan bermotor.  

Pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan 

bermotor merupakan salah satu pajak pendapatan daerah yang 

dapat memberikan sumbangsi yang tinggi terhadap daerah, yang 

seperti kita ketahui di era sekarang ini bahwa peningkatan 

kendaraan bermotor semakin meningkat. Tetapi pada 

kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayarkan 

pajak kendaraannya. 

Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik nama kendaraan 

bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

Sistem pemungutan PKB dan BBN KB ini dilaksanakan dengan 

Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal 

dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan Kantor Bersama yang 

terdiri dari tiga unsur penting yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 

Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja. 

Pembayaran oleh Wajib Pajak PKB ini dilakukan di Kantor 

SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan 

Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah 

Kabupaten atau Kota. Sistem pengelolaan pemungutan PKB dan 

BBN KB ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan 

atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Para aparat 



4 

 

 
 

atau petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas 

administrasi dan operasional secara profesional dalam proses 

sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi Wajib Pajak 

dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih 

baik dan akurat.  

Untuk menunjang kelancaran proses pemungutan PKB dan 

BBN KB diperlukan sistem pengendalian internal, maka harus 

diimbangi pula dengan usaha-usaha yang lebih efisien dan efektif 

baik pengolahan data, sistem administrasi maupun kebijaksanaan 

dalam pemungutan PKB dan BBN KB.  

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus 

dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau 

kesalahan terhadap proses maupun dokumen-dokumen dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para 

petugas, ketidak efisienan dalam beroperasi, kekurangan informasi, 

dan ketidak cermatan petugas dalam bekerja. Hal tersebut dapat 

menghambat proses pemungutan pajak. Sedangkan, jumlah para 

pembayar pajak atau wajib pajak tidaklah sedikit dan waktu yang 

disediakan juga terbatas. Untuk itu diperlukan suatu sistem 

pengendalian internal yang lebih baik agar proses pemungutan 

PKB dapat dilaksanakan dengan efektif.  
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Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari wajib pajak 

harus dilaksanakan secara optimal tanpa mengabaikan peraturan 

perpajakan dan kebijakan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan pengendalian 

internal yang baik dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem 

pengendalian internal yang baik akan menjamin pelaksanaan 

pemungutan pajak. Dengan diterapkan sistem pengendalian 

internal yang baik dalam organisasi akan mengefektifkan organisasi 

sehingga terdapat penugasan fungsi dan wewenang dalam 

menjalankan tugas operasionalnya.   

Dari hasil latar belangkang saya di atas Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan setiap tahunnya 

mengalami kenaikan dan merupakan salah satu penghasilan 

daerah yang potensial maka dari itu saya mengambil judul 

penelitian “Implementasi Pengendalian Internal Atas 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumus masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

“Bagaimana implementasi  pengendalian internal terhadap 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Takalar?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

“Untuk mengetahui implementasi pengendalian internal atas sistem 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Takalar.” 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan mengenai Implementasi Pengendalian 

Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar. 

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi 

untuk menambah pengetahuan dan informasi. 

3. Bagi  Pihak Instansi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

Impementasi Pengendalian Internal Atas Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Pada Kantor Samsat Takalar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Suady  (2013:  229) Pajak Daerah yaitu  sumbangan  yang  

harus  diberikan  dari perorangan  maupun  lembaga/instansi  

daerah tanpa  upah  langsung  dan  wajar  dan bersifat  keharusan  

menurut  regulasi  UU  yang  berlaku.  yang dipergunakan  untuk 

pembiayaan  atas  pelaksanaan  pemerintah  daerah  dan  

pengembangan  suatu  daerah.Menurut penelitian Handayani dan 

Elva (2012) menyimpulkan Pajak Daerah mempengaruhi Belanja  

Daerah. Pajak Daerah  didapati  mempunyai  pengaruh  signifikan  

pada alokasi belanja daerah karena pajak merupakan penghasilan 

PAD yang terbesar,  yang  artinya pajak  daerah  yang  semakin  

tinggi  akan  berpengaruh  pada  akan  tingginya  pula 

pengeluaran  pemerintah  kepada  belanja  daerah  juga  

sebaliknya.Menurut penelitian Rosiana dan Handayani (2017) 

Pajak darah (PD) mempunyai pengaruh yang positif juga 

signifikan  pada  Belanja  Daerah.  Yang mana  Ketika  dilakukan  

peningkatan  pada  pajak daerah, akan mengalami kenaikan pula 

pada belanja daerah. 
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2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua 

atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor 

atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat besar 

yang bergerak. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di air.  

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan restribusi daerah, pajak kendaraan bermotor 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Menurut pasal 4 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi objek 

kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penggunaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. 

Sedangkan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor 

adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor. wajib PKB adalah orang pribadi 

atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dan bertanggung 

jawab atas pembayaran PKB adalah. 

a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, 

kuasanya dan/atau ahli warisnya. 

b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. 
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c) Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor dikenakan pajak. Sebab ada beberapa pengecualian 

yakni: 

a) Kereta api; 

b) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, 

konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik 

dan Lembagalembaga internasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak dari pemerintah Kendaraan bermotor yang 

semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan Negara 

c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan 

atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; 

dan 

d) Kendaraan bermotor yang dikuasai negara sebagai barang 

bukti, yang disegel atau disita.  

1) Jenis kendaraan bermotor  

a) Mobil penumpang meliputi:  

1) Sedan, sedan station dan sejenisnya.  

2) Jeep dan sejenisnya.  

b) Station wagon, Minibus, Bemo, dan sejenisnya.  

c) Mobil bus meliputi: bus, microbus dan sejenisnya.  
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d) Mobil barang atau beban meliputi: pick-up, delevery 

van, double cabin, tangkaki dan sejenisnya. 

Kendaraan khusus (alat-alat berat dan alat-alat besar) 

meliputi: Mixer dan sebagainya.  

e) Sepeda motor Sepeda motor meliputi: 

1) Sepeda motor roda dua  

2) Sepeda motor roda tiga  

3) Scooter 

Berdasarkan fungsinya dibedakan atas: 

a) Kendaraan tidak untuk umum  

b) Kendaraan untuk umum  

2) Subjek pajak  

a. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.  

b. Wajib pajak PKB ialah badan atau orang pribadi yang 

mempunyai dan menguasai kendaraan bermotor.  

c. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak 

adalah:  

 Untuk orang perseorangan adalah orang yang 

bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.  

 Untuk badan ialah pengurus atau kuasanya. Objek 

kendaraan bermotor  
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3) Objek kendaraan bermotor 

a. Objek PKB ialah kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan kendaraan bermotor 

b. Objek pajak yang dikecualikan dari pajak adalah 

kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai 

oleh:  

1) Pemerintah pusat, pemerintah propensi, 

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah 

Desa/kelurahan. 

2) Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing, 

perwakilan Lembaga-lembaga internasional dengan 

asas timbal balik.  

3) Pabrikan untuk milik impor yang semata-mata 

tersedia  

4) untuk dipamerkan atau untuk dijual.  

3. Bea Balik Nama Kendaraan  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berikutnya 

disingkat BBN- KB merupakan pajak yang dikenakan atas 

penyerahan ataupun penggantian hak kepunyaan kendaraan 

bermotor selaku akibat yang terjalin dari perjanjian dua pihak 

ataupun sepihak ataupun kondisi yang terjalin karena transaksi 

jual beli, peninggalan, ubah mengubah, hibah, ataupun 

pendapatan ke dalam badan usaha. Bagi undang- undang No 28 
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Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak yang 

dikenakan atas kepemilikan dan ataupun kemampuan kendaraan 

bermotor Bagi Pasal 5 UU No 28 Tahun 2009, dasar pengenaan 

pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian dua faktor 

pokok, ialah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) serta bobot 

yang mencerminkan secara relative tingkatan kehancuran jalur 

serta/ ataupun pencemaran area akibat pemakaian kendaraan 

bermotor tersebut. Spesial buat kendaraan bermotor yang 

digunakan di luar jalur umum tercantum alatalat berat serta alat- 

alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah 

NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).  

Pajak kendaraan bermotor dikenakan sepanjang dua belas 

bulan berturut- turut tiap tahunnya. Pemungutan PKB dicoba 

bersamaan dengan penerbitan STNKB dan perpanjangannya 

harus dicoba setiap tahunnya. Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Bagi Undang- undang No 28 Tahun 2009, bea balik 

nama kendaraan bermotor (BBN- KB) merupakan pajak atas 

penyerahan hak kepunyaan kendaraan bermotor selaku akibat 

perjanjian kedua pihak ataupun perbuatan sepihak ataupun 

kondisi yang terjalin sebab jual beli, tukar - menukar, hibah, 

peninggalan, atau pendapatan ke dalam tubuh usaha.  

Subjek pajak BBN-KB merupakan orang individu atau benda 

yang bisa menerima penyerahan kendaraan bermotor. Harus 
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pajak BBN-KB harus mendaftarkan penyerahan Kendaraan 

Bermotor dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja semenjak 

dikala penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi dua belas 

bulan di luar perjanjian sewa beli bisa dikira sebagai penyerahan. 

Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dicoba pada 

saat registrasi.  

1) Tarif pajak bea balik nama kendaraan  

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor  

a) Untuk kendaraan pertama atau baru sebesar 12,5%  

b) Untuk beli bekas sebesar 1% 

2) Objek dan subjek bea balik nama kendaraan bermotor 

Dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang no 28 tahun 2009 

menjelaskan bahwa subjek bea balik nama kendaraan 

bermotor ialah orang pribadi maupun badan yang mampu 

menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pasal 

9 undang-undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa 

objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah 

penyerahan kendaraan bermotor. 

4. Pengendalian Internal 

Menurut Hery (2013:159), pengendalian intern adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau 

kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan 

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi 
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perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua 

ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan 

manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya 

oleh seluruh karyawan perusahaan. 

Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan 

karena menyangkut data-data di dalam perusahaan karena setiap 

ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya seperti rotasi 

jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain. 

Berikut adalah beberapa tujuan dari pengendalian internal 

dalam sebuah perusahaan. 

a. Untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai 

kebijakan yang telah berlaku. 

b. Untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah 

perusahaan. 

c. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya 

telah ditetapkan. 

d. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan 

tepat. 

e. Untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya 

perusahaan. 

f. Untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang 

ditetapkan oleh manajemen perusahaan. 

g. Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan 
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operasional perusahaan. 

Pengendalian Internal sendiri terbagi beberapa macam, 

adapun 3 (tiga) jenis utama bentuk pengendalian internal yaitu: 

a. Kontrol internal detektif, diaktifkan setelah peristiwa yang 

merugikan terjadi, untuk menyelidiki insiden tersebut dan 

mencoba untuk menentukan bagaimana dan mengapa 

peristiwa tersebut terjadi. Contoh: tinjauan log akses 

pengguna setelah pelanggaran data.  

b. Pengendalian internal preventif, diterapkan sebelum kejadian 

buruk tertentu terjadi, untuk mencegah kejadian seperti itu 

terjadi sejak awal. Contoh: menggunakan otentikasi multi-

faktor untuk membatasi akses ke data rahasia. 

c. Pengendalian internal korektif, diimplementasikan setelah 

pengendalian detektif selesai, untuk memperbaiki masalah 

dan (idealnya) mencegahnya terjadi lagi. Contoh: menerapkan 

kebijakan baru untuk segera menghancurkan data yang tidak 

perlu, untuk mencegah penyerang mencurinya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah 

sebagai berikut:  

a. Official Asessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

Aparatur Negara (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak.  

b. Self Assestment System  

Adalah sitsem pemungutan pajak yang wewenang dalam 

menghitung pajak terutang dilakukan Wajib Pajak dengan 

berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

c. With Holding System  

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam 

menghitung pajak terutang dilakukan tidak dengan fiskus 

maupun wajib pajak tapi memberi wewenang kepada pihak 

pihak ketiga sesuai peraturan udang-undang yang berlaku. 

B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang 

ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan 

atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan 

dibahas tentang kantor Samsat Takalar mengenai penegendalian 

internal atas implementasi sistem pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

 
  

 
(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual) 

 

Pengendalian 
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Implementasi Sistem 

Pemungutan PKB Dan 
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C. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor SAMSAT Takalar Jln. 

Jendral Sudirman No.251 (poros takalar) Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan Indonesia. Waktu penelitian telah dilaksanakan 

selama 2 (dua) bulan yang di mulai pada bulan April sampai Juli 

2023. 

2. Sumber Informan 

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam 

penelitian ini adalah pihak dari Kantor Samsat Kabupaten Takalar 

yaitu Bapak H. Asri Mulawarman yang mengetahui secara teknis 

dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, 

peneliti juga mendukung para informan untuk memberikan 

tambahan informasi guna melengkapi temuan dan pembahasan 

penelitian mengenai Implementasi Pengendalian Intern atas Sistem 

Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Takalar. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun instrument dan Teknik pengumpulan yang dilakukan 

penelitian ada tiga yakni sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan 

mendatangi langsung dan melakukan wawancara dengan 
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informan yaitu pegawai yang mengetahai tentang pajak 

kendaraan dan bea balik nama kendaraan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mencari, mencatat, serta mempelajari sejumlah arsip atau 

dokumen resmi yang ada di tempat penelitian yang dianggap 

relevan dengan objek penelitian. 

c. Observasi 

Observasi ialah proses mengumpulkan data dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian 

dan kondisi objek. Dalam penelitian ini, hal yang diamati adalah 

proses pencatatan terhadap wajib pajak, proses pemungutan 

pajak, serta proses aktivitas pengendalian internal yang 

dilakukan di tempat penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan metode yang seringkali 

digunakan dalam penelitian untuk mengolah data menjadi informasi 

yang akan mudah dipahami dan dapat bermanfaat dan dijadikan 

solusi permasalahan. 

a. Reduksi Data 

Teknik menganalisis data dengan cara memilih data mana saja 

yang relevan untuk memperkuat laporan atau hasil penelitian. 
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Reduksi data adalah proses pemilihan, data tersebut dapat 

dikategorikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. 

b. Penyajian Data 

Teknik menganalisis data dengan cara mengumpulkan 

informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan menarik 

kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Penyajian 

data dapat menampilkan dalam bentuk bagan, naratif, flow 

chart, dan lain-lain. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Teknik menganalisis data dengan cara menarik kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan juga harus menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti dan tidak terbelit-belit. 

. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Kantor Samsat Takalar  

  Sebelum terbentuknya Samsat ada tiga instansi yang 

mewakili departemennya didalam memungut/mengelola administrasi 

surat-surat kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, pemberian nomor 

kendaraan bermotor dan pengeluaran STNK ditangani oleh 

Kepolisian, sedangkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan oleh Instansi Asuransi Jasa Rahaja. Dari ketiga lembaga 

yang mengelola dalam satu objek secara terpisah, sehingga 

mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam sistem 

pemungutan, administrasi dan kerja sama dalam kebijaksanaan 

pungutan pajak dan kecelakaan lalu lintas jalan.  

Pada waktu itu masa berlakunya Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK) selama lima tahun, tanpa ada penelitian ulangan 

setiap tahunnya. Di dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat maka, pemerintah membentuk suatu Sistem Administrasi 

Manunggal Dibawah Satu atap yang disingkat dengan SAMSAT 

disinilah awal mulanya terbentuknya SAMSAT. Samsat merupakan 

suatu jawaban atas adanya kebutuhan demi terciptanya suatu sistem 

pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dimana jumlah 

kendaraan bermotor telah meningkat setiap tahunnya sehingga perlu 

usaha peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak 

dan bea balik nama kendaraan bermotor dan sebagai tindak lanjut 

untuk mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1968 jo. IT Nomor 5 Tahun 1969 tentang penyerahan pungutan Pajak 

Bea Balik Nama kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah 

Tingkat I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang 

pokok pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa otonomi daerah harus 

dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, dimana pemerintah 

daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan sebaik- 

baiknya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber 

daya yang ada, didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga 

perlu diciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan 

keuangan yang bersumber dari Pajak kendaraan bermotor yang 

dikenal dengan nama Samsat. 

B.  Visi dan Misi Samsat Takalar 

 Visi 

“Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pengurusan Administrasi 

Dan Regident Kendaraan Bermotor Melalui Keterpaduan 

Pelayanan Polri, Pemda, dan Jasa Raharja Pada SAMSAT” 

 Misi  

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung 
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tinggi etika profesi. 

2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara 

cepat dan tepat. 

3. Mewujudkan aparat pelaksanaan SAMSAT yang bersih, jujur dan 

capak bertanggungjawab serta professional. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

5. Penataan arsip kendaraan yang tertip untuk memudahkan 

identifikasi dan keamanan dokumen. 

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

jln. Jendral Sudirman No.251 (Poros takalar) Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan Indonesia.  

C.  Struktur Organisasi  

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki struktur 

organisasi yang menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan 

kedudukan dalam suatu organisasi. dengan adanya struktur 

organisasi tersebut maka akan terlihat dengan jelas dan lebih tertata 

tugas dan wewenang dari setiap bagiannya. selain itu memudahkan 

karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

berikut ini adalah struktur organisasi Samsat Keliling. 
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Struktur Oganisasi UPTB Kabupaten Takalar  

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT pendapatan wilayah Takalar 

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Samsat Takalar  

Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga 

instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pemilik 

kendaraan bermotor di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan 

melihat kembali aktivitas Samsat, maka sesungguhnya ada dua 

tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama Samsat, yaitu:  

a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik 

kendaraan bermotor.  

b) Meningkatkan penerimaan daerah dan negara dari sektor 

perpajakan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan  

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Takalar:  

1) Kepala UPTD  

 Kepala Unit Pelaksana Tehnik Dinas Mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam 
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bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.  

2) Kasubag Tata Usaha  

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketata 

usahaan, menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara 

berkala seluruh kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas.  

3) Seksi Pendataan dan Penetapan  

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD 

dalam bidang pendaftaran, pendataan, dan penetapan Objek dan 

Subjek PKB, serta menyusun dan menyajikan data kendaraan 

yang akan berakhir masa pajaknya.  

4) Seksi Penagihan Seksi Penagihan  

Dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang 

penagihan melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang 

pelayanan Pajak Daerah, membuat pembukuan data tunggakan 

pajak kendaraan bermotor (PKB), dan melakukan penagihan pasif 

terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB). 
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D. Hasil Penelitian 

1. Jumlah Kendaraan  

Kabupaten Takalar adalah salah satu daerah jumlah 

kendaraan bermotor yang tinggi, Jumlah kendaraan bermotor di 

Kabupaten Takalar sebanyak 146.179 unit. Penggunaan 

transportasi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan pendapatan daerah dalam sektor Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun 2020-

2022 

NO Tahun 
Kendaraan 
Bermotor 

(unit) 

1. 2020 45.564 

2. 2021 46.145 

3. 2022 44.470 

Jumlah 146.179 

(sumber : Kantor SAMSAT Takalar, 2023) 
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Gambar 3.1 

Jumlah kendaraan yang terdatar pada tahun 2020-2022 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

yang terdaftar pada tahun 2020 sejumlah 45.546 unit, tahun 

2021 mengalami peningkatan sejumlah 46.145 unit, dan tahun 

2022 kembali mengalami penurunan sejumlah 44.470 unit. 

Kantor samsat Takalar ini merupakan lembaga 

penghimpunan pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya ataupun 

usaha dalam meningkatkan pelayanan kantor samsat 

memberikan pelayanan yang memadai dan nyaman 

sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Asri Mulawarman 

(Tanggal 15 Juni 2023). 

“Di kantor samsat Takalar ini bagi yang ingin membayar 
pajak kendaraan bermotor, kami telah memberikan beberapa 

43,500

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000
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2020 2021 2022

Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Bermotor
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sarana pelayanan yaitu seperti kantin, cetak plat, parkiran, 
ruang tunggu yang ber-AC, dan ruang merokok.” 

 
2. Penyederhanaan Layanan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

a) Tinjauan penyederhanaan persyaratan pelayanan pada 

pelaksanaan pelayanan kantor samsat Takalar telah 

menetapkan administrative yang diperlukan ketika 

melakukakn sesuatu pelayanan sesuai dengan  Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Adapun persyaratan dalam 

pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

pada kantor samsat Takalar adalah sebagai berikut : 

1) Foto Copy KTP dan STNK 

2) STNK asli 

3) Map Pendaftaraan 

b) Penyederhanaan dalam pembayaran  Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor pada kantor samsat Takalar 

1) KTP asli dan fotocopy pemilik baru 

2) BPKB asli dan fotocopy 

3) STNK asli dan fotocopy 

4) Bukti jual beli kendaraan 

5) Bukti cek fisik 

c) Prosedur Alur Pembayaran Stationer pada kantor samsat 

Takalar 
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3. Mekanisme Pemugutan Pajak Kendaaan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor 

  Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus 

dilalui dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada 

alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor 

samsat Takalar. Adapun alur pembayaran pajak yang harus 

diikuti oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Alur Pembayaran Samsat Stationer pada Kantor Samsat Takalar 

Alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap 

satu tahun sekali bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor, sebagai 

berikut : 

1) Loket 1 

Pada loket pertama Wajib Pajak  menyerahkan 

beberapa beberapa persyaratan berkas seperti fotocopy 

KTP, STNK, dan notis pajak sebelumnya pada loket 1 

LOKET 1 

Pendaftaran dan 

penyerahan 

persyaratam 

lengkap KTP dan 

STNK 

LOKET 2 

Penetapan, 

pengesahan, dan 

penyerahan 

STNK/TBPKB  

ARSIP 

Wajib Pajak / 

Masyarakat 

 

Kasir/Bank 
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sebagai persyaratan dalam pendaftaran. 

2) Loket 2 

Pada loket 2 ini ada dua hal yang dilakukan oleh 

pegawai yaitu penetapan dan pengesahan notis Pajak dan 

STNK. Wajib Pajak memberikan notis pajak ataupun STNK 

kepada pegawai yang berada di loket 2 untuk melakukan 

penetapan dan mengeluarkan resi pembayaran. 

3) Kasir/Bank 

Pada tahap ini Wajib Pajak memperlihatkan resi yang 

telah diberikan ke loket kasir/bank dan kemudian pihak loket 

kasir/bank memberi informan jumlah pajak kendaraan yang 

harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kendaraan bermotor dan 

Wajib Pajak menyelesaikan pembayaran pajak. 

4) Loket 2 

Setelah menyelesaikan pembayaran pada loket 

kasir/bank, Wajib Pajak kembali ke loket 2 untuk 

memperlihatkan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan 

bermotor kepada petugas loket 2 untuk di cetakkan  notis 

pajak baru maupun STNK baru. Setelah dicetak akan 

dilakukan pengesahan notis pajak maupun STNK baru dari 

tiga instansi yaitu Kepolisian, UPTD, dan Jasa Raharja. 
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5) Arsip 

Setelah melakukan pencetakan notis Pajak maka 

notis ini terbagi menjadi lima notis pajak dengan warna yang 

berbeda dengan tujuan untuk memudahkan pengarsipan. 

Berikut merupakan warna dan tujuan instansi notis pajak : 

a. Notis pajak warna coklat keemasan untuk pemilik 

kendaraan bermotor. 

b. Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD. 

c. Notis pajak warna biru untuk arsip pusat. 

d. Notis pajak warna kuning untuk pihak kepolisian.  

e. Notis pajak warna hijau untuk arsip Jasa Raharja. 

a. Alur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Adapun alur pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Alur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
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Adapun alur pembayaran bea balik nama kendaraan 

bermotor yaitu sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak dengan persyaratan lengkap 

2. Melakukan cek fisik kendaraan bermotor 

3. Mengisi formulir yang disediakan 

4. Ke loket pendaftaran untuk mendaftar 

5. Ke kasi pajak 

6. Kemudian bayar ke kasir 

7. Terakhir penyerahan STNK. 

b. Waktu Pelayanan Stationer Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan 

oleh pihak penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan 

pelayanan kepada Wajib Pajak pengguna layanan stationer pada 

kantor samsat Takalar. 

Tabel 3.2 Waktu Pelayanan Samsat Takalar 

Jadwal Pelayanan Samsat 

Stationer 
Waktu Pelayanan 

Senin - Jumat 08.00 – 16.00 

Istirahat 12.00 – 13.00 

Sabtu - Minggu Libur 

(Sumber: Kantor Samsat Takalar, 2023) 
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4. Bentuk Pengendalian Internal 

Proses yang dirancang untuk memastikan bahwa 

operasi organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan, serta untuk melindungi aset organisasi 

dari penyalahgunaan dan kehilangan. Dalam konteks layanan 

pemungutan pajak, pengendalian internal sangat penting untuk 

memastikan integritas dan keandalan proses pemungutan pajak. 

Berikut adalah beberapa bentuk pengendalian internal yang 

dapat diterapkan dalam layanan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kantor 

SAMSAT Kabupaten Takalar. 

SAMSAT Kabupaten Takalar memiliki kebijakan dan 

prosedur yang jelas terkait pemungutan pajak. Hal ini mencakup 

prosedur untuk mendaftarkan wajib pajak, menghitung dan 

mengumpulkan pajak, serta pelaporan dan pembayaran pajak 

kepada otoritas yang berwenang. Kebijakan dan prosedur ini 

disusun dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan 

secara teratur diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan 

perpajakan. 

Pada pemungutan pajak, tugas-tugas yang terkait 

dengan pendaftaran, perhitungan, pengumpulan, pelaporan, dan 

pembayaran pajak harus dipisahkan di antara beberapa individu 
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atau departemen yang berbeda. sebagaimana yang dikatakan 

oleh bapak H. Asri Mulawarman (Tanggal 15 Juni 2023). 

”Orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak 
tidak boleh memiliki akses ke dana yang terkumpul dan tidak 
boleh memiliki wewenang untuk melaporkan atau membayar 
pajak tersebut” 

 
Pada Samsat Takalar dilakukan pengendalian internal 

atas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor yang juga memberikan manfaat yang 

penting bagi masyarakat, beberapa manfaat yang diberikan 

menurut bapak H. Asri Mulawarman dalam wawancara (Tangga 

15 Juni 2023) di antaranya: 

1. Peningkatan Infrastruktur 

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat digunakan 

untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan 

raya, jembatan, dan transportasi umum. Dengan adanya 

pengendalian internal yang baik, pemerintah dapat 

memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara 

efektif untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, yang 

pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung kepada 

masyarakat dalam hal aksesibilitas dan mobilitas yang lebih 

baik. 

2. Peningkatan Keamanan Jalan 

Melalui pengendalian internal pajak kendaraan bermotor, 

pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap 

kendaraan yang beroperasi. Hal ini mencakup pemeriksaan 
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kelengkapan administrasi dan kondisi teknis kendaraan. 

Dengan demikian, kendaraan yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan dapat diidentifikasi dan ditindak, 

sehingga meningkatkan keselamatan jalan bagi masyarakat. 

3. Peningkatan Layanan Publik 

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor juga dapat 

digunakan untuk membiayai layanan 34ariff, seperti pelayanan 

kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebersihan. Dengan 

adanya pengendalian internal yang efektif, pemerintah dapat 

memastikan bahwa pendapatan pajak dialokasikan secara 

tepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

4. Mengurangi Beban Pembiayaan Umum 

Dengan adanya pengendalian internal pajak kendaraan 

bermotor yang baik, pemerintah dapat memaksimalkan 

pendapatan pajak yang diperoleh. Hal ini dapat mengurangi 

beban pembiayaan umum, seperti pajak atau tarif lain yang 

mungkin diterapkan untuk menggantikan pendapatan pajak 

yang tidak terkumpul. Dengan demikian, pengendalian internal 

pajak kendaraan bermotor membantu masyarakat dalam 

mengurangi beban finansial yang mungkin mereka tanggung. 

5. Merangsang Kesadaran Pajak: Dengan adanya pengendalian 

internal yang efektif, masyarakat dapat melihat bahwa 

pemerintah serius dalam mengawasi pemungutan pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran 



35 
 

 
 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan tepat 

waktu dan sesuai ketentuan. Dalam jangka panjang, hal ini 

dapat membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di 

masyarakat. Adapun beberapa manfaat dari pengendalian 

internal menurut bapak H. Asri Mulawarman (15 Juni 2023) : 

” Secara keseluruhan, pengendalian internal pajak 
kendaraan bermotor memberikan manfaat kepada 
masyarakat dalam bentuk peningkatan infrastruktur, 
peningkatan keamanan jalan, peningkatan layanan publik, 
pengurangan beban pembiayaan umum, dan peningkatan 
kesadaran pajak. Manfaat-manfaat ini memberikan dampak 
positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari.” 
 

5. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar tahun 2020-

2021 yaitu sebaga berikut: 

Tabel 3.3 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) 

 
Tahun 

 
(A) Target 

 
(B) Realisasi 

Penerimaan PKB 

% 
(B/A) 

2020 
Rp.30.800.075.00
0 Rp.26.574.205.897 

86,27% 

2021 
Rp.29.843.065.00
0 Rp.25.017.633.444 

83,83% 

2022 
Rp.27.190.344.00
0 Rp.24.978.978.815 

91,86% 

Jumlah 
Rp.87.824.484.00
0 Rp.76.570.818.156 

87,18% 

Rata-
Rata 

 
Rp.29.277.828.00
0  Rp  25.523.606.052 87,32% 

Sumber : Data diolah (2023) 
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Adapun target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Takalar 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

 
 

Tahun 
 

(A) Target 
(B) Realisasi 

Penerimaan BBNKB 

% 
(B/A) 

2020 Rp.20.000.065.000 Rp.16.817.078.500 84,08% 

2021 Rp.22.626.229.000 Rp.20.757.430.000 91,74% 

2022 Rp.21.479.478.000 Rp.20.494.683.000 95,41% 

Jumlah Rp.64.105.772.000 Rp.58.069.191.500 90,58% 

Rata-Rata  
Rp.21.368.590.666  Rp.19.356.397.166 90,41% 

Sumber : Data diolah (2023) 
 

Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

 

Tahun 
Realisasi 

Penerimaan PKB 

Realisasi 
Penerimaan 

BBNKB 
Total Realisasi 

 
Ket. 

2020 
Rp.26.574.205.89
7 

Rp.16.817.078.50
0 Rp.43.391.284.397 

Efekti
f 

2021 
Rp.25.017.633.44
4 

Rp.20.757.430.00
0 Rp.45.775.063.444 

Efekti
f 

2022 
Rp.24.978.978.81
5 

Rp.20.494.683.00
0 Rp.45.473.661.815 

Efekti
f 

Jumlah 
Rp.76.570.818.15
6 

Rp.58.069.191.50
0 

Rp.134.640.009.65
6 

Efekti
f 

Rata-
Rata 

Rp.25.523.606.05
2 

 
Rp.19.356.397.16
6  Rp.44.880.003.218 

Efekti
f 

Sumber : Data diolah (2023) 
 

Tabel 3.5 menunjukkan realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB. 

Realisasi PKB pada tahun 2020 memperoleh sebesar 

Rp.26.574.205.897 sedangkan BBN-KB sebesar 

Rp.16.817.078.500 keterangan efektif. Tahun 2021 realisasi PKB 

menunjukkan Rp.25.017.633.444 sedangkan BBN-KB sebesar 
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Rp.20.757.430.000 dengan keterangan efektif. Kemudian pada 

tahun 2022 realisasi pada PKB sebesar Rp. 76.570.818.156 dan 

BBN-KB sebesar Rp.58.069.191.500 dengan keterangan efektif. 

 

 Sumber: Kantor Samsat Takalar, 2023 

Gambar 3.3 Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Berdasarkan data penerimaan Kantor Samsat Takalar dalam 

penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat di simpulkan bahwa 

penerimaan di tahun 2020 sejumlah Rp. 26.574.205.897 atau 

86,27% dari target, dan di tahun 2021 mengalami penurunan dari 

segi realisasi sebesar Rp. 25.017.633.444 atau 83,83% dari target. 

Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke Rp. 

24.978.978.815 atau 91,86% dari keseluruhan realisasi sebesar 

Rp.76.570.818.156  dari target Rp.87.824.484.000 atau 87,18%. 

Penerimaan bea balik nama kendaraan pada kantor samsat 

Takalar dapat di simpulkan bahwa penerimaan di tahun 2020 

sejumlah Rp. 16.817.078.500 atau 84,08% dari target dan di tahun 

 Rp-
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2021 mengalami peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 

20.757.430.000 atau 91,74% dari target. Dapat kita lihat 

perbandingan antara tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan, 

kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan ke Rp. 

20.494.683.000 atau 95,41% dari target. 

E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan jumlah kendaraan 

bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Takalar pada tahun 

2020 sejumlah 45.564 unit dan tahun 2021 mengalami peningkatan 

sejumlah 46.145, pada tahun 2022 mengalamai penurunan ke 

44.470 unit, jumlah pada kendaraan bermotor menurun ini 

dikarenakan perekonomian masyarakat masih dalam proses 

pemulihan dari covid-19. Bea balik nama kendaraan pada tahun 

2020 berjumlah 45.564 pada tahun 2021 berjumlah 46.145, pada 

tahun tersebut mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 sejumlah 

44.470 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.  

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh proses pemulihan wabah Covid 

19. Berdasarkan dari data penerimaan Kantor Samsat Takalar 

dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2020 sebesar Rp. 

26.574.205.897 dan ditahun 2021 sebesar Rp. 25.017.633.444 

mengalami penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan 
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realisasi sebesar Rp. 24.978.978.815 dalam penerimaan Kantor 

Samsat Takalar yang diakibatkan karena proses pemulihan 

perekonomian dari covid 19.  

Penerimaan bea balik nama kendaraan pada kantor samsat 

Takalar dapat di simpulkan bahwa penerimaan di tahun 2020 

sejumlah Rp. 16.817.078.500 dan di tahun 2021 mengalami 

peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 20.757.430.000 dan 

dapat kita lihat perbandingan anatara tahun 2020 ke 2021 

mengalami peningkatan yang diakibatkan karena banyaknya 

masyarakat yang membeli kendaraan baru. Pada tahun 2022 Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 

20.494.683.000 dilihat dari tahun 2021 mengalami penurunan. 

Adapun jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor selama 

tiga tahun sebesar Rp. 76.570.818.156, jumlah realisasi bea balik 

nama kendaraan bermotor sebesar selama 3 tahun sebesar Rp. 

58.069191.500, dan jumlah total realisasi keseluruhan pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

selama tiga tahun sebesar Rp. 134.640.009.656. 

Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak tahunan yang 

dilakukan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan 

pemungutannya dilakukan dengan sistem official assessment 

dimana aparatur pajak yang menentukan jumlah pajaknya. Seperti 
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diketahui, segala kegiatan yang dilakukan di kantor samsat 

didasarkan pada sistem manajemen yang telah ditetapkan. 

Implementasi atas sistem pemungutan pajak diperlukan untuk 

mengetahui apakah kebijakan - kebijakan yang tertuang dalam 

peraturan atau pedoman sudah berjalan sesuai dengan yang 

ditetapkan.  

Aktivitas pengendalian kegiatan memastikan bahwa praktik 

kerja karyawan telah sesuai dengan kebijakan agar dapat 

menangani risiko dari tujuan pengendalian internal yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan dilihat dari kegiatan pengendalian pada semua bagian 

terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor adanya pemisahan fungsi dalam setiap divisi 

menjadi salah satu indikator pengendalian telah dilakukan dengan 

baik. Selain itu adanya pemisahan otorisasi dalam pemungutan 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

serta adanya pengawas dalam setiap divisi-divisi terkait menjadi 

implikasi kegiatan pengendalian telah diterapkan sesuai dengan 

prosedur.  

Pada kebijakan pada kantor samsat Takalar yang menjadi 

pedoman dalam pelaksaaan internal dan keteraturan pelaksanaan, 

lalu dengan adanya struktur organisasi pada kantor yang berisikan 

tanggung jawab para karyawan dalam bekerja. Berdasarkan 
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pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah diteliti, 

diketahui bahwa bagian-bagian yang terlibat diantaranya yaitu: (a) 

Bagian Pendaftaran yang bertugas dalam proses kerja entry data 

yang dilakukan oleh petugas pendaftaran saat memberikan 

pelayanan pada wajib pajak. (b) Bagian Penetapan yang bertugas 

dalam melaksanakan penetapan besarnya PKB dan BBNKB sesuai 

jenis, tahun dan tipe kendaraan berdasar nilai jual kendaraan 

bermotor yang berlaku. (c) Bagian Pembayaran yang bertugas 

dalam menerima, menghimpun, dan menyetor pembayaran PKB 

dan BBN-KB dari wajib pajak. Dalam pelayanan pemungutan pajak 

kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor telah susuai 

dengan apa yang telah ditetapkan oleh kantor samsat Takalar. 

Seperti yang telah dikatakan oleh kepala sub bagian penetapan 

dan penerimaan: 

Adapun kendala yang telah dihadapi yaitu dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor, sering terjadi kekurangan sumber daya 

manusia yang memadai untuk melaksanakan pengendalian internal 

dengan baik. Kurangnya personel yang terlatih dan berpengalaman 

dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pemungutan pajak 

dan bea balik nama. Peraturan terkait pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama dapat berubah secara periodik. Jika sistem 
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pengendalian internal tidak diperbarui secara tepat waktu, dapat 

terjadi kesenjangan antara kebijakan dan praktik yang dijalankan. 

Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. Pengendalian internal membutuhkan data dan informasi 

yang akurat dan relevan. Jika sistem pencatatan dan pelaporan 

tidak memadai, atau data yang diperlukan tidak tersedia, maka 

pengendalian internal menjadi rentan terhadap kesalahan dan 

penyalahgunaan. 

Adapun tujuan dari pengendalian internal atas pemungutan 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 

yaitu; (a) Untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai 

kebijakan yang telah berlaku. (b) Untuk menjaga aset atau 

keuangan dalam sebuah perusahaan. (c) Untuk mencapai tujuan 

dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. (d) Untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. (e) Untuk 

mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. (f) 

Untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan 

oleh manajemen perusahaan. (g) Untuk mendorong efektivitas dan 

efisiensi kegiatan operasional perusahaan. 

Pengendalian internal atas pemungutan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat 

membantu dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pengawai maupun masyarakat dalam pemungutan serta 
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pembayaran pajak itu sendiri. Organisasi memiliki jumlah personel 

yang cukup dan berkualitas untuk melaksanakan tugas 

pemungutan pajak dan bea balik nama dengan baik. Mereka telah 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk 

menjalankan tugas mereka dengan efektif. SAMSAT Kabupaten 

Takalar Senantiasa up-to-date dengan peraturan yang berlaku 

terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hana Soraya Harahap 

(2019) dalam meneliti Implementasi Pengendalian Internal atas 

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Awalia Nurul Fadila (2022) dalam 

meneliti Implementasi Pengendalian Internal Atas Sistem 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bulukumba. Kemudian 

Arinata (2014) dalam meneliti Pengaturan Penegelolaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian implementasi pengendalian internal atas pemung

utan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermortor (BBNKB) dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal dalam pemungutan pajak kendaraan ini dapat 

membantu dalam mengatur mekanisme pemungutan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta sudah baik 

dan berhasil dilakukan oleh pihak pelaksana; yaitu karyawan di bagian 

pendaftaran, penetapan, dan pembayaran dalam pemungutan pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

Beberapa manfaat yang diberikan dalam pengendalian internal ini 

berupa peningkatan infrastruktur, peningkatan keamanan jalan, 

peningkatan layanan publik, pengurangan beban pembiayaan umum, 

dan peningkatan kesadaran pajak. 

B. Saran  

Pihak kantor samsat agar  mempertahankan pelayanan dalam 

pembayaraan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor, serta mempertahankan pengendalian internalnya 

dalam pemungutan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan 

bermotor. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

NO Kantor 

Samsat 

Gowa 

Pertanyaan Wawancara 

1. Bapak H. 

Asri 

Mulawarman 

Siapa 

pelaksana 

pengendalian 

internal di 

kantor samsat 

Takalar? 

Kalau sisi pelayanan saya 

sebagai penaggung jawabnya. 

2.  Apakah pernah 

dilakukan 

pemeriksaan 

dikantor 

samsat? 

Sering, kita dari kantor pusat 

dalam per 3 bulan mereka turun 

untuk mengontrol dalam 

pengendalian apa saja yang telah 

dilaksanakan di UPT masing-

masing 

3.  Siapa yang 

menjadi 

pengawas 

pengendalian 

internal? 

Yang menjadi pengawas 

pengendalian internal disini yaitu 

Polri, Jasaraharja, dan dari 

Bapenda. 

4.  Kendala apa 

yang selama ini 

dialami dalam 

memberi 

pelayanan 

kepada 

masyarakat? 

Selama saya pribadi ada disini 

selama krang lebih 6 tahun, tidak 

ada kendala karena kalaupun 

ada kendala masyarakat 

mengutarakan ke ruang 

pengajuan. 
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5.  Sejal kapan 

kantor ini 

memiliki 

pengendalian 

internak? 

Pengendalian internal ini sudah 

ada sejak samsat itu berdiri. 

6.  Menurut bapak 

apa 

pemungutan 

pajak 

kendaraan 

bermotor dan 

bea balik nama 

kendaraan 

bermotor 

sudah sesuai 

dengan 

prosedurnya? 

Merut saya sudah, karena disini 

kita mempunyai struktur dalam 

artian wajib pajak langsung 

diarahkan oleh petugas untuk 

mendaftar setelah itu diarahkan 

ke penetapan, penetapan ke 

kasir, sudah sesuai prosedur. 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

(Dokumentasi saat wawancara) 
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